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Abstract

Basic food receivables are a practice that occurs in Kalimantan Village,
Paloh District, Sambas Regency. This practice occurs when the debtor asks
for help from the shop to owe the groceries. Regarding the payment through
agricultural work on the shop owner's agricultural land and the calculation
of the payment of the food receivables payable is calculated after the debtor
has finished working on the shop owner's farm. So that previously it was not
known how much debt was incurred by the debt recipient. From the
problems regarding this debt and credit, then the formulation of the problem
can be taken as follows; first, how is the practice of basic food receivables
paid for agricultural work services in Kalimantan Village, Paloh District,
Sambas Regency. Second, how is the review of Islamic law on the practice of
basic food receivables paid for agricultural work services. The method used
in this research is descriptive method using a sociological normative
approach, the type of research used is qualitative, the data collection
techniques used are observation techniques, interview techniques, and
documentation. From the research results show, the practice of debt and
credit paid by agricultural work services has been in line with the pillars
and terms of the Qard contract. However, it is not valid according to Islamic
law because the debtor (muqtarid) does not know from the start and does
not know exactly how much in total he owes. And it only became known
after he finished working on the farm owned by the party who gave the debt.
Keywords: Accounts payable, Agricultural Work Services, Islamic economic

law

Abstrak
Utang piutang sembako merupakan praktik yang terjadi di Desa
Kalimantan Kecamatan paloh Kabupaten Sambas. Praktik ini tejadi ketika
pihak yang berutang meminta bantuan kepada pihak toko untuk berutang
sembako. Mengenai pembayarannya melalui kerja pertanian di lahan
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pertanian pemilik toko tersebut dan perhitungan pembayaran utang
piutang sembako dihitung setelah pihak yang berutang selesai bekerja di
lahan pertanian pemilik toko tersebut. Sehingga sebelumnya tidak
diketahui berapa jumlah keseluruhan utang yang dilakukan oleh penerima
utang. Dari permasalahan mengenai utang piutang ini, maka dapat diambil
rumusan masalah sebagai berikut; pertama, bagaiman praktik utang
piutang sembako dibayar jasa kerja pertanian di Desa Kalimantan
Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Kedua, bagaimana tinjauan hukum
Islam terhadap praktik utang piutang sembako dibayar jasa kerja
pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif menggunakan pendekatan sosiologis normatif, jenis penelitian
yang digunakan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian
menunjukkan, praktik utang piutang yang dibayar jasa kerja pertanian
telah sejalan dengan rukun dan syarat dalam akad Qard. Namun tidak sah
menurut hukum Islam karena dari pihak yang berutang (mugtarid) tidak
mengetahui dari awal dan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah
keseluruhan untang yang dimilikinya. Dan baru diketahui setelah selesai
bekerja dilahan pertanian milik pihak yang memeberi utang.

Kata kunci : Utang piutang, Jasa Kerja Pertanian, Hukum ekonomi Islam

Pendahuluan

Kehidupan manusia pada dasarnya ialah makhluk sosial yang tidak
pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala
kebutuhan hidupnya dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain
dalam segala hal aktivitas yang dilakukannya. Salah satu keinginan
manusia tidak lain ialah bermuamalah. Karena muamalah merupakan
pergaulan setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubugannya
dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban.
Yang disebut muamalah yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh
seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Adapun kegiatan
bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di antaranya ialah
jual beli, sewa-menyewa dan utang piutang. Di dalam Islam kegiatan jual
beli ini justru dianjurkan guna untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Sebagaimana firman Allah berikut ini :
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Terjemahnya: Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di
antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah
orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika
yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas
waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu (Q.S Al-Baqarah 2/282).

Salah satu kegiatan muamaldah yang sering kita jumpai di sekeliling
masyarakat kini ialah utang piutang. Transaksi utang piutang yang
tentunya sudah tidak asing lagi kita jumpai dalam kehidupan masyarakat
sehari-hari, baik utang-piutang perseorangan, orang dengan lembaga,
maupun antar lembaga, dan tentunya dengan berbagai macam bentuk dan
sistem yang diberlakukannya. Utang piutang diperbolehkan dalam Islam
bahkan dianjurkan, karena kgiatan merupakan bentuk tolong-menolong.

Utang piutang merupakan suatu kegiatan pinjam meminjam uang
atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang
memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada
kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan
jumlah uang atau barang yang sama. Kegiatan utang piutang ini
merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong
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antar manusia. Dari uraian di atas penulis mengetahui bahwa hal-hal yang
menarik dikaji. Khususnya bentuk utang piutang yang terdapat dikalangan
masyarakat masa kini, dengan berbagai macam dan wujud dalam
pelaksanaannya.

Namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya
permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi
ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan
dalam masyarakat praktik bermuamalah juga mengalami adanya
perubahan. Sehingga permasahalan baru bermunculan seperti yang terjadi
di Desa kalimantan.

Berdasarkan survey awal yang di lakukan oleh peneliti Di Dusun
Bakti Desa Kalimantan, yaitu ada terdapat 12 (dua belas) toko dan Di
Dusun Bakti ada terdapat 6 (enam) toko, yang memberikan Utang Sembako
Di Bayar Jasa Kerja Pertanian yaitu ada 3 (tiga) toko. Dari ketiga toko
tersebut masing - masing memiliki nasabah 2 (dua) samapi 5 (lima) orang
yang berutang. Dari kegitan utang piutang yang dilakukan oleh pihak yang
memberikan utang dan orang yang menerima utang, yaitu pihak yang
menerima utang mengatakan kepada pihak pemberi utang bahwa ia ingin
berutang sembako, lalu pihak pemberi utang mengatakan bahwa
pembayarannya dengan cara kerja pertanian (panen padi) di sawahnya
sesuai dengan total jumlah harga barang yang diambil oleh pihak yang
berutang, misalnya total jumlah barang yang diambil jika di uangkan Rp
200.000, dan upah kerja pertanian (panen padi) 1 hari Rp 50.000, jadi yang
harus dibayar oleh pihak yang berutang yaitu 4 (empat) hari. Setelah itu
pihak yang berutang mengambil sembako tersebut dengan jumlah yang
tidak ditentukan.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada
salah satu warga, yaitu ibu holida selaku orang yang berutang, mengenai
Praktik Utang Piutang Sembako di Bayar Jasa Kerja Pertanian. Dalam
praktik tersebut, ia mengatakan bahwa masyarakat cenderung melihat
kegiatan tersebut sebagai sebuah keharusan dan sudah biasa dilakukan,
seolah - olah hituang piutang yang dibayar dengan jasa pertanian tersebut
sebagai penunjang keberlangsungan hidup manusia. Pandangan ini
kemudian mendorong orang untuk melaksanakan kegiatan utang piutang
sembako dibayar jasa kerja pertanian, jika sembako mereka sudah habis,
untuk memenuhi kebutuhan sembako atau barang dapur yang yang boleh
dikatakan wajib ada, maka tak jarang orang yang rela berutang untuk
mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Dari uraian diatas dijadikan
pijakan latar belakang, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat
masalah tentang Praktik Utang Piutang Sembako di Bayar Jasa Kerja
Pertanian dalam Prespektif Hukum Islam.

114



Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan p-ISSN: 2615-3165
Antarnegara, Diplomasi dan  Hubungan

Internasional Vol. 1 No. 1 Maret 2018, page

111- 121

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pola deskriptif.
Disebut kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian contohnya
persepsi, tindakan, serta rasa ingin saling tolong menolong dan lain-lain
secara holistic dan disebut deskriptif karena penelitan ini bertujuan untuk
membahas tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk
kata-kata dan bahasa. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui
bangaimana praktik utang piutang barang sembako dibayar jasa kerja
pertanian dalam perspektif hukum Islam (Studi di Desa Kalimatan
Kecamatan Paloh).

Pembahasan
Pembahasan ini berdasarkan fokus masalah yang diangkat
berdasarkan yang muncul. Fokus penelitian yang dirumuskan tentunya
berdasarkan teori yang mendukung sehingga dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian di Desa
Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas

Pelaksanaan utang piutang yang dilakukan oleh sebagian
masyarakat Desa Kalimantan Kecamatan Paloh yang dumulai dari sejak
beberapa tahun yang lalu sampai sekarang menjadi kebisaan yang
tidak bisa hilang karena utang piutang merupakan kegiatan saling
tolong- menolong, utang piutang sembako yang dibayar dengan jasa
kerja pertanian dilakukan pengambilan bahan sembako terlebih dahulu
baru dilakukan pembayaran yang pembayarannya dengan cara kerja
dilahan pertanian pemilik toko.

Transaksi utang piutang bahan sembako di Desa Kalimantan
dilakukan untuk mencukupi kebutuhan makan seahri-hari. Oleh sebeb
itu untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari orang biasa
berutang terlebih dahulu di toko karena belum mempunyai uang untuk
membayarnya.

Faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya praktik utang
piutang sembako dibayar jasa kerja pertanian merupakan keadaan yang
mendesak dan harus dipenuhi guna untuk bertahan hidup, sehingga
dapat membatu orang yang sedang kesusahan. Dengan demikian
seseorang dibolehkan berutang karena dalam keadaan yang mendesak,
yaitu untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, dan faktor yang
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menjadi latar belakang terjadinya transaksi utang piutang sembako
dibayar jasa kerja pertanian di Desa Kalimantan Kecamatan Paloh
tersebut karena masyarakat setempat merasa dibantu untuk memenuhi
kebutuhan makannya seahri-hari.

. Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian dalam
Perspektif Hukum Islam.

Dari penjelasan yang sebelumnya bahwa gqard (utang piutang)
yaitu tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, di mana
hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak
yang mengutangi untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang
berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan,
hal demikian tidak dibolehkan atau diharamkan.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah melarang gard terhadap sesuatu
yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan qard agar
mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak contohnya
berutang Rp 500.000 dibayar 750.000 itu dilarang, sebab qard
dimaksudkan dalam syariat bentuknya adalah akad kasih sayang,
untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Dalam setiap akad harus ada yang namanya sighat al-aqd yaitu
ijab dan gabul. Adapun ijab ialah pernyataan pertama yang menyatakan
oleh salah satu dari aqgidayn yang mencerminkan keseriusannya untuk
mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh orang yang
berutang, misalnya: “saya ingin berutang sembako kepada ibu”, dan
gabul ialah pernyataan oleh pihak lain setelah ijjab yang menyatakan
persetujuan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakn oleh pihak toko,
“ya saya izinkan, dengan pembayaranya berkerja di lahan pertanian
saya dan tidak ada penambahan”. Dengan tidak adanya penambahan
berarti tidak ada riba yang di larang yang dilakukan antara pemilik toko
dengan orang yang ingin berutang. Karena penambahan yang dijanjikan
diawal termasuk riba dan dilarang dalam syariat, sebagaimana firman
Allah Swt.

(YVo) Ll asa s el &y 0al s

Terjemahan: Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah/2: 275).

Dari ayat diatas diperkuat dengan kaidah figih yaitu:

Terjemahannya :“setiap piutang yang memberikan manfaat keuntungan
maka itu adalah riba”.
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Dengan demikian, salah satu rukun dan syarat utang piutang
telah terpenuhi. Selain itu objek dalam utang piutang juga sudah
terpenuhi syarat sebagaimana sahnya akad utang piutang diadakan,
yaitu sembako yang mempunyai nilai secara otomatis sembako tersebut
telah dipindahkan kepemilikannya kepada orang yang berutang, dan
telah ada pada waktu perjanjian dilakukan dan hal tersebut telah
dipenuhi dalam akad utang piutang di Desa Kalimantan Kecamatan
Paloh.

Demikian juga dengan aqid nya, transaksi utang piutang ini
sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Orang yang
melakukan transaksi utang piutang di Desa Kalimanta Kecamatan
Paloh adalah orang yang sudah dewasa dan sudah berakal, dan cukup
dalam melakukan tindakan hukum, adanya kerelaan pihak, objeknya
jelas dan merupakan benda yang suci yaitu sembako dan ijab qabul nya
mempunyai maksud berutang. Namun dari uraian diatas ada beberapa
hal yang membuat praktik utang piutang sembako di bayar jasa kerja
pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dua
hal yaitu, yang pertama, orang yang berhutang tidak mengetahui
jumlah hutang yang dimilikinya, yang kedua, tidak menulis jumlah
hutang yang dimilikinya sehingga nanti akan mengakibatkan adanya
(grarar) penipuan.

Sebagaimana firman Allah swt:

Terjemahnya: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.
(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah
itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu
tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu
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berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling
sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu (Q.S al-Baqarah 2/282).

Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan
menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit
atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, karena
gangguan di lidah atau tidak mengerti bahasa transaksi,
hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang
yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang,
mewakilinya dengan jujur. Persaksikanlah dengan dua orang
saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh
seorang lelaki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi
ketika terjadi perselisihan. Sehingga, kalau yang satu lupa, yang
lain mengingatkan. Kalau diminta bersaksi, mereka tidak boleh
enggan memberi kesaksian. Janganlah bosan-bosan mencatat
segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama
dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil
menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenaran persaksiannya
dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan di antara kalian.
Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan
secara langsung (tunai), kalian tidak perlu mencatatnya, sebab
memang tidak diperlukan. Yang diminta dari kalian hanyalah
persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan.
Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi. Sebab yang
demikian itu berarti tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian
kepada-Nya. Dan rasakanlah keagungan-Nya dalam setiap
perintah dan larangan.

Dengan begitu hati kalian dapat memandang sesuatu secara
proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah
menjelaskan hak dan kewajiban kalian. Dan Dia Maha
Mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya. Masalah
hukum yang paling pelik di semua perundang-undangan modern
adalah kaidah afirmasi. Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi
seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak
lain. Al-Qur'an mewajibkan manusia untuk bersikap proporsional
dan berlaku adil. Jika mereka sadar akan itu, niscaya akan
meringankan pekerjaan para hakim. Akan tetapi jiwa manusia
yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta,
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serakah, lupa dan suka balas dendam, menjadikan hak-hak
kedua pihak diperselisihkan. Maka harus ada kaidah-kaidah
penetapan yang membuat segalanya jelas.

Dari ayat di atas diperkuat dengan kaidah figh yaitu:

Al gd 2mby Lo Allga 5l e b Aldlas S
Terjemahannya: Semua muamalah yang gharar atau jahalah
menjadi tujuan utama dalam transaksi, statusnya
batal.

Secara bahasa, Gharar adalah bentuk masdar
dari gharrara- yugharriru-Taghrir yang artinya membahayakan
atau seseorang memposisikan dirinya atau hartanya di posisi
bahaya, atau mengurangi. (al-Mishbah al-Munir, 2/445).

umu)n@\ugm\mu;ww})ﬂ\muh@wm & oaa s
g les ool i fe alus adle A L all) 05k (&8 JE 35008 o e g2V
sliaal)

Terjemahnya : Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin
Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan
kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari
Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu
Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan
kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah." (HR.
Ibnu Majjah No. 2185).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Praktik Utang Piutang Sembako di Bayar

Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa

Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas)”, yang telah

dianalisis oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan

yaitu sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Kalimantan Kecamatan paloh Kabupaten Sambas telah berjalan
sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dan
penghitungan pembayaran dari jumlah sembako yang diambil oleh
pihak yang berutang dihitung setelah selesai bekerja dilahan
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pertanian pemberi utang tersebut Meski sudah sesuai dengan
perjanjian namun hal tersebut tidak dibolehkan dalam hukum Islam
karena pihak yang berutang tidak mengatahui dari awal jumlah
keseluruhan utangnya yang dimilikinya sehingga nanti akan
mengakibatkan adanya (gharar) penipuan.

2. Pelaksanaan utang piutang sembako dibayar jasa kerja pertanian
sudah sejalan dengan akad al-qard dan akad ijarah. Namun tidak
sah menurut hukum Islam karena dari pihak yang berutang
(mugtarid) tidak mengetahui dari awal dan tidak mengetahui secara
pasti berapa jumlah keseluruhan utang yang dimilikinya. Dan baru
diketahui setelah selesai berkerja dilahan pertanian milik pihak yang
memberi utang.
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